PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna serta
untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme
Jabatan Fungsional Sanitarian, maka perlu disusun Tata Kerja dan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Sanitarian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa di
atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Sanitarian dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);




10.

11.

12:

13.

14.

Unda.ng-Undang Nomor 10 Ty, e

un 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Tambahay Vel N(:‘e“‘bmn Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Undang-undang No:nOrg:;a Nomor 4389); |
(Lembarap Negara Tap, Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Negara g ey bUIl .2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Nomor § Tahuy 509 5se agaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Tahun 2004 s temal.lg perubahan Undang-Undang Nomor 32

g Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahyn 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548): i
)i

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
anara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4016);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang
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00 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan

Angka Kreditnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);

18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

)

16.

1. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 906/Menkes/V1/2000
tanggal 20 Juni 2000 perihal Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Sanitarian dan Angka Kreditnya.

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-1/V.14-44/18
tanggal 16 Oktober 2000 perihal Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Sanitarian dan Angka Kreditnya..

MEMUTUSKAN :
UPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN

PERATURAN B
PENTUATANY ANGKA JEREDIT 't JABATAN FUNGSIONAL

SANITARIAN



BAB |
KETENTUAN UMUM

organisasilembaga Daerah yaf?g selanjutnya disingkat SKPD adalah

Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang
bemgg“giawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pemenntahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
kebutuhan daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Dacrah Kabupaten adalah Bupati
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

10.

11.

Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
Jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan Fungsional Sanitarian yang selanjutnya disebut Sanitarian adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh
pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan
kepada masyarakat.

Sanitarian Terampil adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keterampilan
yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang
berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional di bidang
kesehatan lingkungan.

Sanitarian Ahli adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keahlian yang
pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni
untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang
sistematis di bidang keschatan lingkungan.

Sanitasi adalah semua upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara
dan meningkatkan derajat kesehatan, melalui kegiatan penyehatan

Jingkungan untuk mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan.
in,



12,

antara

Kesehatan Lingkungan adalah suatu keseimbangan ck01o
manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan schal dan
nyaman bagi kehidupan manusia,

Pengamatan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya yang, dilakukan
secara kontinyu untyk mengidentifikasi media lingkungan e
masyarakat berkenaan dengan resiko penyebaran penyakit dan atau
gangguan kesehatan

14. Pengawasan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya untuk men
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getahu

tingkat resiko pencemaran dan atau penyimpangan standar, persyaratan,
kriteria kesehatan media lingkungan dan rekomendasi tindak Janjut
perbaikan kualitasnya,

15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya penyuluhan kesehatan
lingkungan dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan untuk
memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan
sehat.

16. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian ats
prestasi yang telah dicapai oleh seorang Sanitarian dalam mengerjakan
butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Sanitarian.

17. Tim Penilai Angka Kredit Sanitarian adalah Tim Penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Sanitarian.

18. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
jabatan fungsional Sanitarian.

19. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam
jabatan fungsional Sanitarian sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

20. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya ke dalam jabatan Sanitarian sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

21. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Sanitarian

dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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BAB II
» TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

S Pasal 2
3 adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagal
pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan lingkungan Yyang
bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang
W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah
berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas
Pasal 3

(1) Tugas Pokok Sanitarian adalah melaksanakan pengamatan keschatan
lingkungan, pengawasan keschatan lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas keschatan lingkungan
untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup
bersih dan sehat.

(2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sanitarian mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Kegiatan penunjang Sanitarian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis
masing-masing jabatan fungsional

BAB III
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan
Pasal 4

2) jmngjahmﬁngnom’ Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) pasal inj, gari
1, darj A
2 yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah

Sanitar;
; tarian Terampi terdiri darj :

2.

3
4.

Sanitarian Pelaksana Pemuyla.
Sanitarian Pelaksana,
Sanitarian Pelaksana Lanjutan.
Sanitarian Penyelia.
Sanitarian Ap)i terdiri dari :

1. Sanitarian Pertama
2. Sanitarian Muda.

3. Sanitarian Madya,

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan
Pasal 5

(1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Sanitarian Terampil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati ini, dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi yaitu :

(2

a.

Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang Il/a.

Sanitarian Pelaksana terdiri dari :

1. Pengatur Muda, Tk. I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c;

3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
Sanitarian Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :

1. Penata Muda, golongan ruang [1l/a;

2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
Sanitarian Penyelia, terdini dari:

1. Penata, golongan ruang Ill/c;

2. Penata Tk. I, golongan ruang 111/d.

Jenjang pangkat golongan ruang Sanitarian Ahli sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai

dengan yang tertinggi, yaitu :
a  Sanitarian Pertama, terdiri dari :

b.

1. Penata Muda, golongan ruang Il/a;

2 Penata Muda Tk. I, golongan ruang I1l/b.
Sanitarian Muda, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang I11/c;

2 Penata Tk. I, golongan ruang [/d.



C. Sanitar;
: tarian Madya, terdiri dari

5

-

Pembina, golongan ruang IV/a;
Pembina Tk 1, golongan ruang [V/b;
3) Jenj;gP::bim o iy et i
gkat untuk masing-masing jabatan fungsional Sanutarian
SCbagmma"a dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan
Je‘njang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 6
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Sanitarian
ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional
Sanitarian, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali
wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah
dihadapan pejabat yang berwenang,

Pasal 7
(1) Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang yang menangani Bidang Kesehatan mempunyai
kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi
persyaratan dalam Jabatan Fungsional Sanitarian kepada Bupati.
(2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan
untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawai
Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional
Sanitarian sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
Pengangkatan dalam jabatan fungsional Sanitarian didasarkan kepada
formasi jabatan fungsional pada unitsarana pelayanan kesehatan yang

ditetapkan oleh Bupati.

3)

Pasal 8
untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional

(1) Persyaratan
Sanitarian Terampil adalah scbagai berikut




be
CIStatus Pegayyi Negen Sipil

berija;
""Jul&h M:m"d“h"""d“h"ya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTAY  sMu/sm 4

; Diploma | (DI) di bidang Kesehatar
lllngkungmn;

b,

- pangkat serendah-rendahnys Pengatur Muda, golongan ruang [V,

d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
kesehatan lingkungan dan memperoleh sertifikat,

memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;

Seliap unsur  penilajan pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya bemilai baik dalam | (satu) tahun terakhir

Mmemenuhi persyaratan sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan
oleh Dokter Penguji Tersendiri.

(2) Persyaratan yntuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional

Sanitarian Ahli adalah sebagai berikut:
a.

b.

berstatus Pegawai Negeri Sipil;

berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)Diploma TV di bidane

kesehatan lingkungan atay sarjana (S1)/Diploma IV di bidang lain

sesuai kualifikasi yang ditetapkan Menteri Kesehatan ;

pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang I1l/a;

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

kesehatan lingkungan dan memperoleh sertifikat;

memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;

setiap unsur  penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

g memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
oleh Dokter Penguji Tersendiri.

(3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Sanitarian Terampil dan
Sanitarian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini, digunakan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan
kesehatan lingkungan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang
tugas sanitarian, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

' Pasal 9

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional Sanitarian Terampil maupun = Sanitarian Ahli atau
perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Bupati ini.




@ Persyarata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i
adalah sebagai berikyt -
& memiliki pengalaman gi bidang penyehatan lingkungan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun;
usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia
Pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
Setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya
bermilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil schagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan Jenjang jabatan fungsional Sanitarian ditetapkan sesual
dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan  berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada avat (3) pasal ini,
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

3

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara
Pasal 10

Sanitarian dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi :

1. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang
II/a sampai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata golongan
ruang 1l/c;

2. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang [ll'a sampai
dengan Sanitarian Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV'b.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:

1. 10 (sepuluh) dari unsur utama angka kredit bagi Sanitanan Penyelia
pangkat Penata Tk. I golongan ruang I1l/d;

2. 20 (dua puluh) dari unsur utama angka kredit bagi Sanitarian Madya
pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

¢. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Sanitarian;

d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

10
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(1)

()

dijatuhj hukuman die
disiplin sedang atay
Pangkat;

Plin Pegawaj Negeri Sipil dengan tingkat hukuman

berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan

diberhenjy,
kan sementary sebagai Pegawai Negeri Sipil;

cuti di]
#4T tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 1

Sanftarian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat
diangkat kembali pada jabatan semula,

Sanitarian yang diangkat kembali pada jabatan semula scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit
terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang
penyehatan lingkungan yang diperoleh selama tidak memduduki Jabatan
Fungsional Sanitarian, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 12

Sanitarian diberhentikan dan jabatannya apabila :

a.

6]

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan b
Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin
tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali
hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BABV
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit
Pasal 13
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan
11
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3

¢y

@

3

fungsional Sanitarian diwajibkan mencatat dan menginventarisir gel i
kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam !
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan scbelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil,

Apabila hasil penilajan atau inventarisasi seluruh kegiatan Sebagaimané
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuh!
jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
secara hierarki Sanitarian dapat mengajukan usul penilaian dan
Penetapan angka kredit,

Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Sanitarian
dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada

bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional

Sanitarian

a. Menteri Kesehatan atau pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi
Sanitarian Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan
dan instansi di luar Departemen Kesehatan.

b. Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang bagi Sanitarian Pelaksana sampai dengan
Sanitarian Penyelia dan Sanitarian Pertama sampai dengan
Sanitarian Muda yang bekerja pada instansi kesehatan tingkat
kabupaten.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat

lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan
angka kredit bagi jabatan fungsional Sanitarian Pelaksana Pemula
pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Sanitarian

Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Sanitarian

Pertama pangkat golongan ruang IIl/a sampai dengan Sanitarian Muda :

pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsj dan Tim

Penilai Angka Kredit Kabupaten.

12



(1)

@

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit
Pasal 15
%’en.etapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Sanitarian untuk
Jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a
>4mpai dengan Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang
Vd serta Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang I1l/a
Sampai dengan Jenjang Sanitarian Muda pangkat Penata Tk.I golongan
ruang I11/d diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk jenjang
Sanitarian Madya pangkat Pembina golongan ruang V/a sampai dengan
pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh
Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Sanitarian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. Jenjang Sanitarian Terampil :
1. Sanitarian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan
ruang Il/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 25;
2. Sanitarian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan
ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah
40;
3. Sanitarian Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang Il/c
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
4. Sanitarian Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
5. Sanitarian Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan
ruang IIl/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah
100;
6. Sanitarian Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I
golongan ruang ITU/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
adalah 150;
7. Jenjang Sanitarian Penyelia pangkat Penata golongan ruang Ill/c
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
8. Jenjang Sanitarian Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang
[1I/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
b. Jenjang Sanitarian Ahli :
{. Sanitarian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang I1I/a,
angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;

13
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b. Seorang Wakil Ketua merangkap Angegot:
Seorang Sekretaris merangkap Anggotd:
d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggol ¥
b dan huruf ¢ di atas.
(2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas

Penilai angka kredit, sebagaimana dimaksud pada

a diluar huruf 4, hur

pokok dan uraian (ugas Tim

ayat (1) pasal 10,

ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
kredit sebagaimana dimaksud
ketentuan -

dengan

(3) Anggota Tim Penilai Angka pada ayat ( 1)

pasal ini adalah Sanitarian dan atau pejabat lain dengan
a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya  sama
jabatan/pangkat Sanitarian yang dinilai.
b. memiliki keahlian serta kemampuan un
Sanitarian .
c. dapat aktif melakukan penilaian .
(4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana
(1) dan ayat (2) pasal ini adalah 5 (lima) tahun.
(5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, k
memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi
kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau

tuk menilai prestasi kerja

dimaksud pada ayat

arena belum

kabupaten terdekat.
(6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Pe

Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2

nilai yang turut dinilai, Ketua Tim

(7) Pegawai Negeri Sipil
(dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai
penilaian pada jemjang

t) dapat
jumlah Sanitarian yang dinilai dan kebutuhan
yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/ KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

(1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan

fungsional.
() Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

15



ayat (1) pasal ni, dike

it oleh seorang pejabat fungsional senior yang

‘ D Kesehatan/Rumah  Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumcdang.

3) Ke e y : i
( l\cl\\mmk.koordmator Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

YA pasal i, baik SYarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF
Pasal 20

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Sanitarian
berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
(2) Besamya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.

(4) Besaran tunjangan jabatan daerah/insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN
Pasal 21

(1) Pengisian jabatan fungsional Sanitarian disesuaikan dengan beban tugas
dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Sanitarian,
(2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

16



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

Ditetapkan di Sumedang

add-fai T Desgember 2006
< . \.4

JMEDANG,

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

FARIS DAERAH
(77N
N SUMEDANG,

\
AL

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 49  SERI &

X
7
4
4
E
¥

i

fj
£




NOMog N BUPATI SUMEDANG
TANG(; : 64 Tanyn 2006 :
TENT AL : 7 Desember 2006

ANG :TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL  SANITARIAN

RINCIAN TUG
AS JABATAN UNGSIONAL SANITARIAN

' Nama Jabatan

* Sanitarian pe
', Pangkat/Golongan laksana Pemula

3 - Pengatur Mygda I/a
p. Rincian Tugas

1. Men ulkan
X Mengzzhp ¥ data untuk Menyusun rencana lima tahunan Tingkat Kabupaten
g Tencana lima tahunan secara sederhana tingkat Kabupaten

3. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kecamatan/puskesmas;
Men

4. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat
Kecamatan/Puskesmas;

5. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat
kecamatan/Puskesmas;

6. Mengumpulkan bahan untuk persiapan pengumpulan data dalam rangka pengamatan
kesehatan lingkungan;

7. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;

8. Melakukan pemeriksaan secara sederhana objek kelompok I;

9. Melakukan pemeriksaan secara konvensional objek kelompok I;

10. Mengambil sampel dan spesimen secara sederhana objek kelompok I;

11. Menentukan diagnosa dan treatmen intervensi objek kelompok I awal secara sederhana.

L ama Jabatan : Sanitarian Pelaksana
. Pangkat/Golongan - Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur I/c dan Pengatur Tk.I Il/d

. Rincian Tugas
Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;

3{ 2‘ Mengumpulkan data dalam rangka meyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;

3. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan
tingkat Propinsi;
4 Mengolah data lanj
: Kabupaten;

\ngan rencana Jima tahunan tingkat kabupaten;
rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat

ut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat

9. Menyusun
am
- 6. Menyempurnakan rancangan dal

: Kabumm mgka menyusun rencana tahunan tingkat
- 7 Menyusun TOR rancangan - ;



10.

11.

12

F

14.
15.

16.
47.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
3k
a2
33.
34.
3s.
36.

37.
38.

Kabupaten;

Menyusun data liter.
atur

M dalam rangka menyusun pedoman;

engumpulkan data sekunder untuk :
Mel pengamatan kesehatan lingkungan;

akukan pengolahan data secara manual :

Melal Bl anual untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
Mengambil sampel dan secara sederhana pada objek kelompok II;
& bil pe spesimen secara konvensional pada objek kelompok I;
B ga':k sampel secara sederhana pada objek kelompok II;

enentukan di . :

agnosa dan treatment intervensi awal secara konvensional pada objek

kelompok I;
Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara sederhana pada objek
kelompok II;
Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok awal lokal;
Membuat instrumen sederhana untuk identifikasi perilaku;
Membuat instrumen lanjut untuk identifilkasi perilaku;
Mengumpulkan data primer untuk identifikasi perilaku;
Mengumpulkan data sekunder untuk identifikasi perilaku;
Melakukan tabulasi dan pengumpulan data sederhana untuk menganalisa perilaku;

Menganalisa secara sederhana tentang perilaku;
sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;

Membuat perencanaan
aan masyarakat;

Mengembangkan materi sederhana untuk pemberday

Mempersiapkan dan memelihara alat peraga;
ara umum;

Melakukan pemberdayaan individu sec
Membuat laporan hasil pemberdayaan;
Melakukan pengumPulan data tentang masalah kesehatan dalam rangka
e
menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
i ktoral;
Melakukan pertemuat lintas s€
5 i untuk penggerakan masyarakat.

Mendapatkan calon kader :



2
=

ks
2.

®» N S o =

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
i,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2.
28.
29.
30.
31,

32

e AP AR
. t Sanitarian Pelaksana Lanjutan
l’aﬂskauGOl"“ga“ j

- # " g
i Rincian [ugas

. Pena
ta Muda I11/a dan Penata Muda Tk.1 11/b

engumpulkan

:,jlcn:ola: Faa S:::::::tr:‘:::snl::ncam tahunan 'l‘ingLal Pusat; v L

 ngonalion daia et AL menyusun rencana lima tahynun tingkat Fus

Kabupaten; untuk menyusun rencana lima tahunan tingka

x::t‘:::ﬂ:‘::m‘:r:a li.ma tahuna tingkat Kabupaten, B

L me“y‘.apkan rencana tahunan tingkat Propinst,

R enyiapkan r.encanu tahunan tingkat Pusat, ; .
jut untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten.

Menganalisis data secara sederhana untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat

Kabupaten;

Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;

Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;

Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan,

Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kabupaten;

Menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten;

Menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten;

Menyusun data litelatur untuk menyusun peraturan;

Menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan studi kelayakan;

Melakukan pengolahan objek kelompok II secara konvensional;

Mengambil sample objek kelompok II konvensional;

Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I lanjut sederhana;

Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II awal konvensional;

Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok 11 awal lokal;

Melakukan kunjungan/bimbingan teknis ke objek kelompok I lokal;

Melakukan tabulasi dan pengumpulan data lanjut untuk menganalisa perilaku;

Melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku;

Melakukan tabulasi dan pengumpulan data lanjut untuk menganalisa perilaku;

Melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku;

Menyimpulkan dan membuat laporan tentang analisis perilaku;

Membuat perencanaan tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;

Mengembangkan materi tingkat Janjut untuk pemberdayaan masyarakat;

Melakukan pemberdayaan individu potensial;

; dan analisa data untuk menggerakkan kelompok potensial

masyarakat;

Melatih calon kader untuk mendapatkan kader;



33

4

Qi Jabatan

p,mgkm/"Golongan

Membina calon kader ungyk mendapatk
Membimbing survei desa SR Patkan kader:

* Sanitariap Penyelia

A
¢nata Ill/c dan Penata T | 11/d

t; Rinctan Tugas

)

B ow

11.
12.
13.
14.
15
16.
17,
18.

19.

20.

2
2.
23.
24,
25,

Mengolah data ting :
tahu:an L :;l::;;lamut dalam rangka menyiapkan penyusunan rencanz Iim?
Mcnganall.SI‘S data sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi
Menganalisis data lanjut untuk penyusunan rencana li h . 1at Kabupaten
e : . ima tahunan tingka’ P
Menyajikan rancangan rt::;:l::mmhumn tm'gkm Propio'nSi';

tahunan tingkat Propinsi;
Menyusun TOR untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Propinsi;
Mengolah data lanjut untuk rencana tahunan tingkat Propinsi;
Menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
Menganalisis data tingkat lanjut untuk menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten:
Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
Menyusun rancangan petunjuk pelakanaan/petunjuk teknis;
Menyusun data/litelatur dalam rangka penyusunan standar;
Melaksanakan studi kelayakan;
Mengolah data studi kelayakan;
Melakukan pemeriksaan secara canggih pada objek kelompok II;
Mengambil sampel secara canggih pada objek kelompok 1I;
Menentukan diagnosa dan treatment intervensi secara konvensional pada objek

kelompok I lanjut;
Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara canggih pada objek

kelompok I;
Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan awal secara nasional pada objek

kelompok I;
Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok awal regional;

Melakukan kunjungan/bimbingan teknis kelompok I regional;

Melakukan pemberdayaan kelompok umum;
Melakukan pemberdayaan kelompok potensial;

Membuat percontohan untuk pemberdayaan masyarakat




17.
18.

19.

20
21

22
23.

24,

25.

26.

tan : Tt
ama Jabata : Sanitarjap Pertama
Pam;kat/Gf,\longzm

T
€nata Muda [1l/a dan Penata Muda Tk.I 11I/b

Menyusun TOR rencana | X

Menganalisis data rencan:?;t:htatm iy

e Tmneae e limaunan SeCaTa sederhana tingkat Pusat;

Menyajikan rancangan rencana | R tm.gkat i

e hakl e ma tahunan tingkat Pusat; _ s
Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinst,

&3 rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat,
Mengm.x'ahsm data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat,
Menyajikan rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Propinsi;

Menyusun rencana bulanan tingkat Propinsi;

Menyusun rencana operasional tingkat Propinsi;

Menyusun rancangan peraturan;

Menyusun rancangan pedoman;

Melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;

Menyusun instrumen pengumpulan data secara primer untuk pengamatan kesehatan
lingkungan;

Melakukan kajian data secara diskriptif (sederhana) untuk pengamanan kesehatan
lingkungan;

Penyebarluasan data hasil pengamatan kesehatan lingkungan;

Menentukan diagnosa dan treatmen intervensi objek kelompok II tingkat lanjut secara
sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok [ tingkat lanjut secara lokal untuk
lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok 11 awal secara nasional;

Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok 11 tingkat lanjut secara lokal untuk
tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

Melakukan kunjungan/bimbingan teknis objek kelompok II lokal;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar < 9 jam untuk tindak
lanjut pengawasan kesehatan lingkungan,

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 9 — 18 jam untuk tindak
lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan < 9 jam untuk tindak lanjut

pengawasan kesehatan lingkungan, ; . : :
Menilai rencana pengelolaan/pemantauan Bugkyngan 8 7 1Sg8y i ndak Tanjut

pengawasan kesehatan lingkungan.




S TP R VIR S .,

47. Menilai penyajian HACCp -

- ~ 9 1 . 1 hat
MR JAM untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan

28, Menilai penyajian HAC ;

: : P S 18 jam untuk tindak lanjut pengawasan keschatan
lingkungan; i

29. Menilai penyajian analisis ,

2 ¢sehatan lingkungan 1ai  tindak lanjut
pengawasan keschagay lingkungan. gkungan lainnya < 9 jam untuk tindak lan
Menilai penyaii isi ’

30. ‘ Penyajian analjgjg kesehatan lingkungan lainnya 9 — 18 jam untuk tindak
lanjut pengawasan kesehatan lingkunga:y

31. Identifikasi perilaku ungyy menentukan ;;rogram

Nama Jabatan

a, Pangkat/Golongan

b. Rincian Tugas

1.
22

10.
11.
12,
13,
14,
15.
16.
17.
18.

19,

20.

* Sanitariap Muda
¢ Penata IT1/¢ dan Penata Tk ] I11/d

Menyusun TOR untuk rencana lima tahunan tingkat Pusat:

Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat
Pusat;

Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat
Propinsi;

Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat:
Mengolah data tingkat sederhana dalam rencana tahunan tingkat Pusat;

Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat
propinsi,

Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;

Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;

Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;

Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Pusat;

Menyusun rencana bulanan tingkat Pusat;

Menyusun rencana operasional tingkat Pusat;

Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;

Menyajikan rancangan peraturan,

Menyusun rancangan standar;

Menyajikan rancangan pedoman;

Menyusun TOR studi kelayakan; .

Menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer untuk pengamatan
kesehatan lingkungan;

Menyusun _instrumen pengumpulan data sckunder untuk pengamatan kesehatan

:/xl‘gl]:l:nukangamka ian data secara analitik untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
e Y1




28.

L

30.

31

33.

34.

855

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Meny u.s.un aporan dalam rangky Penyajian dan penyebarluasan data;
Menyajikan laporan dan Penyebarluasan data:

-nentukan dia ; O acart
Mene G gn0§a dan treatmen intervensi objek kelompok II lanjut secard
k""\:::m kuntuk e lanjut Pengawasan kesehatan lingkungan;

lakukan Konsultasi . ‘ <
Me Sultasi kesehatan lingkungan objek kelompok [ lanjut untuk
pengawasan keschatan lingkungan secara regional;

Konsultasi kesehatan lingkungan secara S ;

Melakukan- kunjungan bimbingan teknis ke objek kelompok II untuk pengawasan
kesehatan lingkungan secara regional;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 19 — 28 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 29 — 36 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 39 — 48 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail < 18 jam untuk pengawasan
kesehatan lingkungan,;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 18 — 36 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 37 — 55 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 19 — 28 jam untuk pengawasan
kesehatan lingkungan;

Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 29 — 38 jam untuk pengawasan
kesehatan lingkungan;

Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 39 — 48 jam untuk pengawasan
kesehatan lingkungan;

Menilai penyajian HACCP 19 — 28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai penyajian HACCP 29 — 38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai penyajian HACCP 39 — 48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 19 — 28 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 29 — 38 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan,

Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 39 — 48 jam untuk

pengawasan kesehatan lingkungan.



Nnm] Jabatan
:n angkat/Golongan
f p Rincian Tugas

19.

20.

21.

22,

23.

¢ Sanitarian Madya
AR, IV/a, Pembina Tk | [V/b dan Pembina Utama Muda IV/c

Menganalisis data tingkay lanjut dalam rangka menyusun rencana Jima tahunan
tingkat Pusat;

Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat
Propinsi;

Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat
Pusat;

Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat,
Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat,

Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;

Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
Menyempurnakan rancangan peraturan;

Menyempurnakan rancangan standar,

Menyempumakan rancangan pedoman;

Menyusun disain studi kelayakan;

Menyempurnakan disain studi kelayakan;

Menyusun laporan studi kelayakan;

Menetapkan metode pengumpulan data sekunder;

Menetapkan diagnosa dan treatmen objek kelompok 11 lanjut canggih;

Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I Janjut secara nasional
untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut secara
nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 49 — 58 jam untuk

pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 59 — 68 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 69 — 78 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 56 — 74 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai tudi dampak kesehatan lingkungan secara detail 75 — 93 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;
Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 94 — 112 jam untuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

B pengelolaan/Pemm“a“ lingkungan 49 - 58 jam untuk



pengawasan kesehatan lingkungan:

s Menilar rencana  pengelolaan/pemantauan lingkungan 59 - 68 jam U tu
pengawasan kesehatan lingkungan:

% Menilat rencana  pengelolaan/pemantauan lingkungan 69 — 78 jam rtuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

7. Menilai penyajian HACCP 49 — 58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan.

»8.  Menilai penyajian HACCP 59 — 68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkunzzn.

9. Menilai penyajian HACCP 69 — 78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungzan.

30. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 49 — 58 jam uniuk
pengawasan kesehatan lingkungan;

31. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 59 — 68 jam untuk

pengawasan kesehatan lingkungan;

'JJ
| S

Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 69 — 78 jam unfuk

pengawasan kesehatan lingkungan;

%
o

Melakukan pemberdayaan melalui media masa.
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